Vol. 3 No.5 Edisi 2 Oktober 2021 Ensiklopedia of Journal
http://jurnal.ensiklopediaku.org

MENGENAL OTONOMI DAERAH SEBAGAI LANDASAN DEMOKRASI
PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

ASEP AJIDIN
STIH Putri Maharaja Payakumbuh
asepajidin25@gmail.com

Abstract: Democracy occupies a vital position in relation to the distribution of power in a
country (generally based on the concept and principle of trias politica) with state power
obtained from the people must also be used for the welfare and prosperity of the people. The
principle of such a trias politica becomes very important to be taken into account when
historical facts record that the government's (executive) power is so large that it is not able to
form a just and civilized society, even the absolute power of the government often results in
violations of human rights. Historically, the existence of regional government has been known
since the reign of the ancestral kingdoms until the system of government imposed by the
colonial government. The same applies to the social system and the structure of government,
starting from the village, village, nagari, or in other terms to the top of the government
leadership. Besides that, it is also very important to make a comparison of the system of
government prevailing in other countries as a consideration for the formation of regional
government. The provincial area apart from being a Region is also an Administrative Region
which is the working area for the governor as a representative of the Central Government and
the working area for the governor in carrying out general government affairs in the provincial
area. A regency/municipal area apart from having the status as a Region is also an
Administrative Region which becomes the working area for the regent/mayor in carrying out
general government affairs in the regency/city area.
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Abstrak: Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam
suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica) dengan kekuasaan
negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran
rakyat. Prinsip semacam trias politica ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika
fakta- fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata
tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut
pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Secara
historis eksistensi pemerintahan daerah telah dikenal sejak masa pemerintahan kerajaan-
kerajaan nenek moyang dahulu sampai pada sistem pemerintahan yang diberlakukan oleh
pemerintah jajahan. Demikian pula mengenai sistem kemasyarakatan dan susunan
pemerintahannya mulai dari tingkat desa, kampung, nagari, atau dengan istilah lainnya sampai
pada puncak pimpinan pemerintahan. Disamping itu upaya membuat perbandingan sistem
pemerintahan yang berlaku di beberapa negara lain, juga amat penting untuk dijadikan
pertimbangan bagi pembentukan pemerintahan daerah. Daerah provinsi selain berstatus
sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah provinsi. Daerah
kabupaten/kota selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang
menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan
umum di wilayah Daerah kabupaten/kota.

Kata Kunci: Otonomi Daerah, Demokrasi, Pemerintah Daerah, Indonesia.

A. Pendahuluan

Secara teoritis, desentralisasi adalah pembentukan daerah otonom dan/atau penyerahan
wewenang tertentu kepadanya oleh pemerintah pusat (Benyamin Hoessein, 2013). Sedangkan,
desentralisasi adalah pembagian dari sebagian kekuasaan pemerintah oleh kelompok yang
berkuasa di pusat terhadap kelompok- kelompok lain yang masing-masing memiliki otoritas di
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dalam wilayah tertentu di suatu negara (Philip Mawhod, 1983). Menurut Jayadi N.K bahwa
desentralisasi mengandung pengertian: pertama, desentralisasi merupakan pembentukan
daerah otonom; kedua, daerah otonom yang dibentuk diserahi wewenang tertentu oleh
pemerintah pusat; ketiga, desentralisasi juga merupakan pemencaran kekuasaan oleh
pemerintah pusat; keempat, kekuasaan yang dipancarkan diberikan kepada kelompok-
kelompok masyarakat dalam wilayah tertentu. Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani,
“autonomos/autonomial”, yang berarti “peraturan sendiri (self-ruling). Merujuk pada dua
perkataan tersebut, maka secara sederhana otonomi dapat diartikan sebagai peraturan yang
dibuat oleh satu entitas (pemerintahan sendiri) (Jayadi Nas Kamaluddin, 2002).

Kajian klasik milik Hoggart menyatakan otonomi harus dipahami sebagai sebuah
interaksi antara pemerintah yang berada di bawahnya. Dalam konteks tersebut, otonomi harus
dipahami sebagai lindependence of localities yang kedap dari adanya campur tangan
pemerintah di aras atas. Senalar dengan uraian Hoggart, Samoff menyatakan pula otonomi
sebagai transferred power and authority over decision making to local units are the core of
autonomy. Berbagai argumen tersebut tidak disanggah oleh Rosenbloom yang menjelaskan
otonomi sebagai wujud penyerahan suatu kuasa kepada pemerintah yang lebih rendah
tingkatannya untuk mengatur wilayah secara bebas tanpa ada campur tangan dari pemerintah
pusat (Leo Agustino, 2014). Dalam literatur Belanda otonomi berarti pemerintahan sendiri
(zelfregering) yang oleh Van Vollenhoven dibagi atas zelfwetgeving (membuat undang-undang
sendiri), zelfuitvoering (melaksanakan sendiri), zelferchtspraak (mengadili sendiri) dan
zelfpolitie (menindaki sendiri) (Sarundajang, 2012).

Atas dasar bahasa dan literatur Belanda, Sarundajang menjelaskan hakikat otonomi
daerah adalah (Sarundajang, 2012): 1) Hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah
otonom. Hak tersebut bersumber dari wewenang pangkal dan urusan-urusan pemerintah
(pusat) yang diserahkan kepada daerah. Istilah sendiri dalam hak mengatur dan mengurus
rumah tangga merupakan inti keotonomian suatu daerah: penetapan kebijaksanaan sendiri,
pelaksanaan sendiri, maka hak itu dikembalikan kepada pihak yang memberi, dan berubah
kembali menjadi urusan pemerintah (pusat); 2) Dalam kebebasan menjalankan hak mengurus
dan mengatur rumah tangga sendiri, daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang
otonominya itu di luar batas-batas wilayah daerahnya; 3) Daerah tidak boleh mencampuri hak
mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain sesuai dengan wewenang pangkal dan
urusan yang diserahkan kepadanya; 4) Otonomi tidak membawahi otonomi daerah lain, hak
mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri tidak merupakan subordinasi hak mengatur dan
mengurus rumah tangga daerah lain. Dengan demikian suatu daerah otonom adalah daerah
yang self government, self sufficiency, self authority, dan self regulation to its law and affairs
dari daerah lainnya baik secara vertikal maupun horizontal karena daerah otonom memiliki
actual independence.

Konsep otonomi daerah sejatinya merupakan amanat yang diberikan Undang-Undang
Dasar Republik Indonesia 1945 yang secara umum termaktub dalam Pasal 18 ayat (2)
menyebutkan, “pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
Selanjutnya pada ayat (5) tertulis “pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya
kecuali urusan pemeirntahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan
pemerintahan pusat. Dan ayat (6) juga menyatakan, pemerintahan daerah berhak menetapkan
peraturan daerah dan perturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas
pembantuan. Otonomi daerah di Indonesia dapat dilihat dalam dua perspektif. Pertama,
otonomi sebagai Administrative Decentralization yaitu konsep yang melihat otonomi sebagai
the transfer of authority from central to local government. Otonomi daerah dipahami sebagai
pelimpahan wewenang ketimbang penyerahan kekuasaan. Tujuannya adalah sebagai
penciptaan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, otonomi sebagai
Political Decentralization, melihat otonomi tidak sekedar sebagai pelimpahan wewenang
melainkan penyerahan kekuasaan the devolution of power from central to local government
(Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, 1994).
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Dari dimensi teori pemerintahan daerah, pemberlakuan Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi berupa pergeseran
paradigma pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan prinsip desentralisasi (Bhenyamin
Hoessein, 2002). Rondinelli dalam Mugabi (2004) mengartikan desentralisasi sebagali
penugasan (assignment), pelimpahan (transfer), atau pendelegasian tanggung jawab aspek
politik, administratif dan keuangan (fiscal) pada tingkatan pemerintahan yang lebih rendah.
Maddick dalam Hoessein (2000) menjelaskan konsep desentralisasi mengandung dua elemen
yang saling berhubungan, yaitu pembentukan daerah otonom dan penyerahan kekuasaan secara
hukum untuk menangani bidang-bidang pemerintahan tertentu, baik yang dirinci maupun
dirumuskan secara umum. Oleh karena itu, desentralisasi adalah otonomisasi suatu masyarakat
yang berada dalam teritori tertentu. Suatu masyarakat yang semula tidak berstatus otonomi,
melalui desentralisasi menjadi berstatus otonomi sejalan dengan pemberlakuan daerah otonom.
Otonomi, dengandemikian diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat bukan kepada daerah
ataupun pemerintah daerah (Rozan Anwar, 2009).

Sesuai dengan batasan pengertiannya menurut Undang-undang No 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah maka yang dimaksudkan adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI,
sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah
Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah salain terdapat unsur staf
yang membantu kepala daerah juga terdapat unsur pelaksana Pemerintah Daerah unsur staf dan
unsur pelaksana tersebut adalah sekretariat daerah dan dinas-dinas daerah.

Pada prinsipnya, penyelenggaraan pemerintahan di daerah tidak lepas dari adanya peran
desentralisasi yang merupakan bentuk dari penyerahan segala urusan, baik pengaturan dalam
arti pembuatan peraturan perundang — undangan, maupun penyelenggaraan pemerintahan itu
sendiri, dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, untuk selanjutnya menjadi urusan
rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Desentralisasi pemerintahan yang pelaksanaannya
diwujudkan dengan pemberian otonomi kepada daerah-daerah ini bertujuan untuk
memungkinkan daerah-daerah tersebut untuk meningkatkan daya guna dan hasil
gunapenyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan
pelaksanaan pembangunan.

B. Metodologi Penelitian

Guna mendapatkan data yang diinginkan dan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan,
penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan pendekatan
yuridis empiris, dimana penulis mempelajari aspek hukum, peraturan perundang-undangan,
teori yang relevan kemudian dianalisis sesuai dengan kebutuhan terkait otonomi daerah
sebagai landasan demokrasi di Indonesia.

C. Hasil dan Pembahasan
1. Pendekatan Pemerintah Daerah dengan Teori Demokrasi

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai
upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan
oleh pemerintah negara tersebut.Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang
membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk
diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam
peringkat yg sejajar satu sama lain (Herry Priyono, 2012). Kesejajaran dan independensi ketiga
jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan
saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances. Ketiga jenis lembaga-lembaga
negara tersebut adalah lembaga- lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk
mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang
berwenang menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat
(DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Di
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bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib
bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang
memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain sesuai hukum dan peraturan.
Selain pemilihan umum legislatif, banyak keputusan atau hasil- hasil penting, misalnya
pemilihan presiden suatu negara, diperoleh melalui pemilihan umum. Pemilihan umum tidak
wajib atau tidak mesti diikuti oleh seluruh warganegara, namun oleh sebagian warga yang
berhak dan secara sukarela mengikuti pemilihan umum. Sebagai tambahan, tidak semua warga
negara berhak untuk memilih (mempunyai hak pilih) (Aidul Fitriciada Azhari, 2005).

Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya kedaulatan memilih
presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas.
Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak menjamin
negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara
langsung presiden hanyalah sedikit dari sekian banyak kedaulatan rakyat (Aidul Fitriciada
Azhari, 2005). Walapun perannya dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu pemilihan umum
sering dijuluki pesta demokrasi. Ini adalah akibat cara berpikir lama dari sebagian masyarakat
yang masih terlalu tinggi meletakkan tokoh idola, bukan sistem pemerintahan yang bagus,
sebagai tokoh impian ratu adil. Padahal sebaik apa pun seorang pemimpin negara, masa
hidupnya akan jauh lebih pendek daripada masa hidup suatu sistem yang sudah teruji mampu
membangun negara. Banyak negara demokrasi hanya memberikan hak pilih kepada warga
yang telah melewati umur tertentu, misalnya umur 18 tahun, dan yang tak memliki catatan
kriminal (misal, narapidana atau bekas narapidana).

Isitilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada
abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem
yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah
sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan
dengan perkembangan sistem “demokrasi” di banyak negara (Diane Revitch, 2005). Kata
“demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang
berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih
kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi
menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab
demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara (Noer,
Deliar, 1986).

Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu
negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica) dengan kekuasaan negara
yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Prinsip semacam trias politica ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-
fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak
mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut
pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

Demikian pula kekuasaan berlebihan di lembaga negara yang lain, misalnya kekuasaan
berlebihan dari lembaga legislatif menentukan sendiri anggaran untuk gaji dan tunjangan
anggota-anggotanya tanpa mempedulikan aspirasi rakyat, tidak akan membawa kebaikan
untuk rakyat. Intinya, setiap lembaga negara bukan saja harus akuntabel (accountable), tetapi
harus ada mekanisme formal yang mewujudkan akuntabilitas dari setiap lembaga negara dan
mekanisme ini mampu secara operasional (bukan hanya secara teori) membatasi kekuasaan
lembaga negara tersebut (Noer, Deliar, 1986).

2. Teori Otonomi Sebagai Eksistensi Pemerintah Daerah

Penyelenggaraan asas desentralisasi menghasilkan daerah otonomi, Otonomi daerah
adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Memang otonomi itu berarti kemandirian, seperti yang dikemukan oleh
Bagir Manan yang menyatakan otonomi mengendung arti kemandirian untuk mengatur dan
mengurus urusan rumah tangganya (Bagir Manan, 2001). Dalam kesempatan lain Bagir Manan
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mengatakan: “bahwa otonomi mempunyai makna kebebasan dan kemandirian (vrijheid dan
zelfstandigheid) tetapi bukan kemerdekaan™ (Bagir Manan, 1993).

Kebebasan terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang
harus di pertanggungjawabkan. Secara implisit definisi otonomi tersebut mengandung dua
unsur, yaitu: Adanya pemberian tugas dalam arti sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan
serta kewenangan untuk melaksanakannya dan Adanya pemberian kepercayaan berupa
kewenangan untuk memikirkan dan menetapkan sendiri berbagai penyelesaian tugas itu,
Dalam kaitannya dengan kewajiban untuk memikirkan dan menetapkan sendiri bagaimana
penyelesaian tugas penyelenggaraan pemerintahan, Sinindhia dalam Suryawikarta
mengemukakan batasan otonomi sebagai “kebebasan bergerak yang diberikan kepada daerah
otomom dan memberikan kesempatan kepadanya untuk mempergunakan prakarsanya sendiri
dari segala macam keputusannya, untuk mengurus kepentingan-kepentingan umum”. Dari
berbagai batasan tentang otonomi daerah tersebut diatas, dapat dipahami bahwa sesungguhnya
otonomi merupakan realisasi dari pengakuan pemerintah bahwa kepentingan dan kehendak
rakyatlah yang menjadi satu-satunya sumber untuk menentukan pemerintahan negara.

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, definisi daerah otonom
adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan
rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan adanya
pemerintahan daerah yang berhak mengatur dan mengurus urusan dan kepentingan rumah
tangga daerahnya, Partisipasi rakyat dapat dibangkitkan dan pembangunan benar-benar
diarahkan kepada kepentingan nyata daerah yang bersangkutan, karena merekalah yang paling
mengetahui kepentingan dan kebutuhannya. Kebijakan otonomi daerah yang demikian itu
merupakan kebijakan Negara yang mendasari penyelenggaraan organisasi dan manajemen
pemerintahan daerah. Artinya, seluruh kebijakan dan kegiatan pemerintahan serta kebijakan
dan kegiatan pembangunan di daerah dilaksanakan menurut arah kebijakan yang ditetapkan
dalam kebijakan Negara tersebut.

Pelaksanaan otonomi daerah itu tentu saja bukan sekedar membincangkan mekanisme
bagaimana menterjemahkan tujuan-tujuan politik kepada prosedur rutin dan teknik, melainkan
lebih jauh dari pada itu, melibatkan berbagai faktor mulai dari faktor sumber daya, hubungan
antar unit organisasi, tingkat-tingkat birokrasi sampai kepada golongan politik tertentu yang
mungkin tidak menyetujui politik yang sudah ditetapkan. Dengan demikian, keberhasilan atau
kegagalan implementasi kebijakan dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata
dalam meneruskan atau mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang
sebelumnya (Afan Gaffar, 2004).

Sebaliknya keseluruhan proses implementasi kebijakan dapat dievaluasi dengan cara
mengukur atau membandingkan antara hasil akhir dari program-program tersebut dengan
tujuan-tujuan kebijakan. Selain otonomi daerah yang secara umum berlaku bagi Pemerintah
Daerah di Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Pemerintah Daerah, juga
terdapat beberapa paket Undang-undang Otonomi Daerah Khusus bagi daerah dalam kerangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi khusus merupakan kewenangan khusus yang
diakui dan diberikan kepada provinsi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Istilah otonomi ini dapat
diartikan sebagai kebebasan rakyat untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
Dalam hal ini, rakyat telah mendapatkan kewenangan dan kekuasaan yang lebih besar untuk
mengatur penegakan hukum dan ketertiban masyarakat, mengatur sumber daya alam yang
dimilikinya untuk kemakmuran rakyat, dan tetap memberikan tanggung jawabnya serta
kontribusinya terhadap kepentingan nasional. Demikian juga dalam melaksanakan
pembangunan daerah seperti infrastruktur, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dan
ketertiban di tataran provinsi sesuai dengan karakteristik alam serta masyarakat dan budaya
yang unik dan tidak ada di daerah lain.
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C. Penutup

Secara historis eksistensi pemerintahan daerah telah dikenal sejak masa pemerintahan
kerajaan-kerajaan nenek moyang dahulu sampai pada sistem pemerintahan yang diberlakukan
oleh pemerintah jajahan. Demikian pula mengenai sistem kemasyarakatan dan susunan
pemerintahannya mulai dari tingkat desa, kampung, nagari, atau dengan istilah lainnya sampai
pada puncak pimpinan pemerintahan. Disamping itu upaya membuat perbandingan sistem
pemerintahan yang berlaku di beberapa negara lain, juga amat penting untuk dijadikan
pertimbangan bagi pembentukan pemerintahan daerah. Daerah provinsi selain berstatus
sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah provinsi. Daerah
kabupaten/kota selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang
menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan
umum di wilayah Daerah kabupaten/kota.
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